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ABSTRAK 
 

Berbicara tentang politik tentunya tidak akan ada habisnya dan akan selalu 
muncul dengan berbagai macam perspektif dan pemikiran yang baru, begitu juga 
halnya dengan parpol, begitu banyaknya parpol akan tetapi ideologi dan asas yang 
dipakai berbeda. Penyusun tertarik dengan Partai Amanat Nasional dimana 
penulis akan lebih melakukan pendekatan dengan Fraksi karena ingin mendalami 
bagaimana pandangan Fraksi Amanat Nasional dalam perumusan perda di Kulon 
Progo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penggabungan antara penelitian 
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), penelitian 
kepustakaan akan dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang 
berhubungan dengan materi penelitian, sedangkan penelitian lapangan akan 
dilakukan dengan metode pengumpulan data-data dari lapangan dengan teknik 
wawancara dan interview dan wawancara langsung kepada Badan, Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tokoh Masyarakat, dan sumber dari media  
massa. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskritif analisis yaitu suatu 
penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah sesuai dengan ketentuan Siyasah. Pendekatan penelitian 
dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan Al-Quran dan 
Hadist.   

Dari hasil penelitian terhadap pandangan Fraksi Amanat Nasional dalam 
perumusan raperda rencana penambangan pasir besi. Dengan melihat dan 
mengkaji, mencermati lebih dalam serta dengan berbagai pertimbangan mendalam 
laporan panitia khusus pembahasan persetujuan DPRD Kabupaten Kulon Progo 
terhadap izin pemanfaatan ruang wilayah pantai selatan untuk kegiatan 
pertambangan. Maka Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kulon Progo 
bisa menerima hasil laporan kerja panitia khusus, selanjutnya Fraksi Amanat 
Nasional terhadap pemanfaatan ruang wilayah pantai selatan untuk kegiatan 
pertambangan bisa menyetujui dengan catatan atau syarat segera dilaksanakan 
oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon dan masyarakat.Selanjutnya dalam 
perumusan raperda kasus perpindahan desa menjadi Kalurahan Fraksi Amanat 
Nasional setuju dengan mengamanatkan dan sekaligus memberikan suport kepada 
Eksekutif untuk melakukan langkah – langkah yang konkrit dan strategis  untuk 
mengawal tujuan pembentukan kalurahan yang berpihak kepada kepentingan 
rakyat dan masyarakat desa yaitu untuk percepatan pembangunan, peningkatan 
pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintah dan 
pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fraksi Amanat Nasional di Kulon 
Progo politik yang dijalankan sesuai dengan nilai – nilai pancasila dan selaras 
dengan nilai – nilai etika politik Nasional. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

 Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman trasliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :158 / 1987 dan 0543 

b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha’ H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

  Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 ta’ T te (dengan titik di bawah) ط

 za’ Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 - Gain G غ

 - fa‘ F ف

 - Qaf Q ق

 - Kaf K ك

 - Lam L ل
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 - Mim M م

 - Nun N ن

 - Wawu W و

 - ha’ H ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 - ya’ Y ي
 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 Muta‘aqqidain متعقدين

 Iddah‘ عدة

3. Ta' Marbūt’ah diakhir kata 

a. Bila mati ditulis 

 Hibah  هبة

 Jizyah  جزية

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis  

 Ni‘matullāh نعمة االله

 Zakātul-fitri زآاة الفطر

4. Vokal Tunggal 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
----َ-- Fathah A A 

----ِ-- Kasrah I I 

----ُ-- Dammah U U 
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5. Vokal Panjang 

i. Fathah dan alif ditulis ā 

 Jāhiliyyah  جاهلية

ii. Fathah dan ya mati ditulis ā 

 Yas‘ā  يسعى

iii. Kasrah dan ya mati ditulis i> 

دمجي   Maji>d 

iv. Dhammah dan wawu mati ditulis ū 

 Furūd فروض

6. Vokal-vokal Rangkap 

1. Fathah dan ya mati ditulis ai 

 Bainakum  بينكم

2. Fathah dan wawu mati ditulis au 

 Qaul  قول

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof 

 A’antum  أأنتم

 La’in Syakartum لإن شكرتم
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8. Kata sandang alif dan lam 

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Al-Qur’ān  القران

 Al-Qiyās  القياس

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al. 

 ’As-samā  السماء

 Asy-syams  الشمس

9.  Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku 

dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandang. 

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya 

 Żawi al-furūd             ذوى الفروض

 Ahl as-sunnah                اهل السنة
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Reformasi Indonesia adalah merupakan suatu fakta sejarah. Dan lebih dari 

satu dasa warsa, lompatan perubahan dari rezim otoriter menuju demokratisasi 

merupakan babak baru kebangkitan Indonesia. Produk awal perubahan itu adalah 

terjadinya liberalisasi politik dan kebebasan media massa. 

Secara teoritik, menuju jalan demokratisasi berarti memasuki fase 

transisional yang mensyaratkan terjadi konsolidasi demokrasi. Dalam prosesnya, 

tak sedikit pula muncul keterbatasan di mana dalam dirinya mengalami suatu 

masalah-masalah oligarkhi dan formalisasi, pembekuan dan kegagalan. Muncul 

pula gagap sosial dan fregmentasi, sebagai resiko Indonesia sebagai masyarakat 

majemuk sehingga konsolidasi tidak dengan cepat terjadi1. 

Liberalisasi politik merangsang pembentukan asosiasi politik berupa 

parpol untuk masuk dalam pusaran elektoral. Momentum itu mendorong sejumlah 

aktivis dan pegiat demokrasi mulai masuk dan bertarung dalam elektoralisme 

untuk bisa menembus parlemen. Ada beberapa capaian politik atas strategi itu. 

Namun, sebagian besar diantara mereka belum mampu menembus tembok tebal 

oligarkhi dan bentuk kartel politik. Faktanya, struktur dan kultur politik Indonesia 

justru terjebak pada prakmatisme yang membabi buta,berjuang dari dalam dan 

tersandera dalam formalisasi dan instrumentalisasi demokrasi. 
                                                            

1Arie Sujito, “Analisis : Memperkuat civil society,” Kedaulatan Rakyat, No 289, Th. 
LXV ( Sabtu, 24 juli 2010 ), hlm 1 
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Wacana politik bangsa Indonesia seringkali diwarnai dengan paradoks-

paradoks. Keterbukaan dan ketertutupan, kebebasan dan pengendalian, dinamika 

dan stabilitas, kekuasaan negara dan kekuasaan rakyat atau masyarakat, 

transparasi proses politik dan misteri proses politik dan seterusnya. Kenyataannya 

politik yang ada beberapa puluh tahun ini seperti bergerak diantara paradoks-

paradoks tersebut. Dan ditengahnya muncul ruang yang sebaiknya dipahami 

sebagai koridor, sebagai ruang bermain politik bagi siapapun yang ingin 

memasukinya2. 

Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, maka segenap 

kekuatan yang terus-menerus berjuang dalam meletakkan dasar pembaharuan tata 

kehidupan bangsa yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat, dengan ini 

berdiri kekuatan politik partai amanat nasional yang memperjuangkan kedaulatan 

rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial.Partai Amanat Nasional lahir 

sebagai bagian dari sebuah ikhtiar besar. 

Yakni usaha membangun sebuah masyarakat madani, yang bisa bertahan 

dari cengkeraman birokrasi sipil serta militer, dan bisa tangguh di hadapan 

desakan modal yang besar. Partai ini, melalui proses politik yang demokratis, 

ingin membangun sebuah Indonesia yang terdiri dari individu-individu yang 

                                                            
2Amien Rais, Suksesi : Keajaiban Kekuasaan,” Cet ke-3, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 

Offset, 1999 ),hlm. V 
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mandiri, organisasi-organisasi rakyat yang kuat dan satuan-satuan administrasi 

yang otonom3.  

Jelaslah bahwa ini sebuah ikhitiar yang tidak bisa hanya dilakukan oleh 

satu golongan saja. Ini juga sebuah ikhtiar yang berdasarkan kenyataan sosial kita. 

Memang tidak gampang. Menegakkan Indonesia kembali dari kerusakan yang 

terjadi selama bertahun-tahun, mengelola perbedaan antar golongan yang sudah 

lama dirundung syak wasangka, membangun harapan di tengah suasana cemas, itu 

memang tidak semudah membangun rumah.  

Tetapi Insya Allah, kita akan bisa sampai ke suatu masa ketika kita bisa 

dengan yakin berkata “ seperti baris-baris dalam salah satu lagu perjuangan 

nasional kita -bahwa "di timur matahari, mulai bercahaya". Dan seraya 

mensyukuri fajar baru, kita melangkah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih 

dan Maha Penyayang. Dengan Bismillah hirrahman nirrahim.  

Dalam menjalankan tugas pandangan partai politik PAN selalu berpegang 

teguh pada Visi dan Misinya yang bunyinya. Partai Amanat nasional mencita-

citakan suatu masyarakat Indonesia yang demokratis, berkeadilan sosial, mandiri 

dan cerdas. Partai ini menginginkan tatanan yang memungkinkan setiap anggota 

masyarakat dapat mengembangkan kepribadiannya dalam suasana kebebasan. 

                                                            
3 Amien Rais, Deklarasi Partai Amanat Nasinal ( Jakarta 23 Agustus 1998 ), http : // 

www.Profil dan sejarah Partai Amanat Nasional.com // Akses 10 November 2010 
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Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta dalam kehidupan politik, 

ekonomi, budaya dan berperan serta dalam usaha-usaha mengembangkan 

kemanusiaan. Beberapa tugas yang telah dilaksanakan dapat dilaporkan sebagai 

berikut : bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang Tenaga kerja dan 

transmigrasi, Bidang Kebudayaan, Bidang Sosial, Bidang pemberdayaan 

Perempuan dan Bidang perpustakaan4. 

Di Indonesia, kita pernah menyaksikan bagaimana penyalahgunaan 

kekuasaan telah merugikan kehidupan bersama. Karena ada proses panjang 

penyempitan kawasan pengambilan keputusan, maka basis sosial pemegang 

kekuasaan semakin lama semakin menyempit sehingga pemegang kekuasaan 

semakin lama semakin mengandalkan segelintir orang yang dapat ia percayai dan 

ia kenal baik, seperti kerabat dan teman dekatnya. Pemegang kekuasaan yang 

seperti itu memang sangat memerlukan orang-orang yang loyal. Sebab, berbeda 

dengan sistem kekuasaan yang tertumpu pada rule of law, sistem kekuasaan yang 

didasarkan atas rule of men memerlukan loyalitas sebagai penentu kepastian dan 

keterdugaan dalam sistem politik.   

Berawal dari partailah semua dapat dilaksanakan untuk mewujudkan 

demokrasi dan mensejahterakan rakyat ataupun ingin menjadi seorang pemimpin 

yaitu dengan cara berpolitik melalui partai politik. Akan tetapi untuk mewujudkan 

semuanya itu diperlukan peran dan konstibusi parpol, akan tetapi banyak aturan 

                                                            
4 M. Afnan Hadikusumo, Meretas Jalan membela Rakyat, Laporan Fraksi PAN Komisi E  

tahun 2004-2009, (Yogyakarta : 2009) 
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yang tidak transparan dan UU tidak bisa dibuat terang benderang, maka dari itu 

agar supaya masyarakat dari kalangan manapun mampu berpolitik tanpa 

memandang golongan. Tidak jauh-jauh, kita mengambil sebuah contoh, mahalnya 

pemilukada. Hal itu dikarenakan diantaranya 

1. pelaku orang yang kaya raya ( saudagar ),  

2. politik balas jasa,  

3. Tim pemilih,  

4. Penyelenggara lapangan5. 

Banyak bukti politik berdemokrasi biaya tinggi dengan akibat 

menciptakan kefrustasian massal yang diderita banyak orang. Politik kotor 

diwarnai transaksi dikuasai kaum saudagar kaya, namun tidak memiliki komitmen 

membangun demokrasi. Fakta-fakta negatif ini kian menjadi gejala disorientasi 

politik, dan memperlemah demokrasi. Padahal kalau kita memahami UU 

pemilukada juga telah mengatur didalamnya  yang berbunyi : “ Kepala daerah 

dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan 

secara demokratis berdasarkan azaz langsung, umum,bebas, rahasia, jujur dan 

adil6,” jika bisa menerapkannya, mungkin semua mampu dan bahkan bisa 

berjalan seperti yang diharapkan. 

                                                            
5 Acara talk show,  Jakarta Lawyer  Club “ Tema : peranan partai dan mahalnya 

pemilukada di negeri ini,” Jakarta,  jam  20.30,  Tanggal  08 November 2010. 

6 Pasal 58 ayat ( 1 ). 
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Kenyataannya, masyarakat pemilih dalam kontestasi politik yang kian 

dirusak oleh karakter politik manipulatif, seperti semakin maraknya money 

politics, keculasan politisasi etnik, dan agama. Jual beli suara, transaksi jabatan, 

serta beragam cara jahat untuk membunuh kesadaran masyarakat sipil. 

Kondisi timpang antara kekuatan political society ( parpol dan parlemen ) 

yang begitu dominan di satu sisi. Sementara civil societybegitu terbatasnya ruang 

geraknya di sisi lain. Maka alangkah relevannya jika organisasi sipil lebih 

memperkuat kembali pendidikan politik untuk civil society, memastikan rakyat 

terdidik dan terorganisir, sehingga mampu bergandeng dengan parpol, 

mengimbangi dan counter hegemony atas parpol yang bergaya oligarkhi sangat 

relevan dilakukan. Makin tersedotnya organisasi rakyat atau ormas ke dalam arus 

formalisasi demokrasi, membuat penyusutan daya dukung dan legitimasi 

organisasi sipil dan jangan sampai terjebak dalam pusaran politik oligarkhi 

sebagaimana diperlihatkan parpol-parpol pada umumnya7. 

Untuk itulah saatnya Partai Amanat nasional dalam pandangan melalui  

Fraksi dalam perumusan Perda di wilayah Kulon Progo memperkuat ideologinya 

yang diformulasikan dalam platfrom, program-progam nyata bagi masyarakat 

Kulon progo sendiri. Secara obyektif kita membutuhkan kemampuan dan 

kecerdasan dan ketrampilan para kader partai dan masyarakat sendiri dalam 

menerjemahkan hal-hal yang abstrak ke dalam kerja konkrit, baik berbentuk 

                                                            
7Arie Sujito, “Analisis : Memperkuat civil society, “  hlm. 17 
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pendidikan politik, advokasi kebijakan maupun kegiatan-kegiatan fasilitas 

pengembangan basis sosial dan ekonomi masyarakat. 

Berangkat dari latar belakang dan realita yang telah dipaparkan diatas, 

penyusun tertarik untuk mengkaji tentang pandangan Fraksi Amanat Nasional 

dalam perumusan perda di Kulon Progo. 

B. Pokok Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka saya dapat 

menguraikan pokok masalah : Bagaimana pandangan Fraksi Amanat Nasional 

dalam perumusan Perda di wilayah Kulon Progo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian yang akan saya jalankan mempunyai suatu tujuan dan 

kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitian. Adapun Tujuan dari 

Penelitian ini adalah: 

a) Menjelaskan dan memahami Sejauh mana pandangan Fraksi Amanat 

Nasional dalam perumusan Perda di Kulon Progo? 

b) Mengetahui seberapa efektif metode yang digunakan Fraksi Amanat 

Nasional dalam perumusan Perda terhadap masyarakat di Kulon Progo? 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah : 
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a. Dapat memberikan konstribusi bagi Fakultas Syariah dan khalayak umum 

yang berkompeten dengan studi mengenai partai politik, terutama politik 

Nasional. 

b. Bagi pemerhati dan peminat kajian politik, studi ini sebagai sarana 

pembelajaran dan pendidikan politik, terutama sekali untuk mendorong 

iklim politik yang kondusif dan lembaga-lembaga politik yang lebih 

dewasa. 

c. Menambah wacana bagi teori-teori perpolitikan dan menjadi tolak ukur 

bagi lembaga-lembaga politik terutama yang berbasis Nasional. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan suatu penelitian yang dikembangkankan dari 

penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang 

ada kaitannya dengan obyek ataupun tema tersebut dan urgensitas terhadap 

penelitian, maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian. 

Dalam Skripsi saudari Siti Maryam yang membahas tentang “ Keterlibatan 

Para Tokoh Aisiyah Dalam Partai Amanat Nasional di PD Aisyiyah Kabupaten 

Wonosobo ( Studi Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Politik ), 

dalam penelitiannya dijelaskan alasan peran politik perempuan masih sangat 

minim bahkan sering dianggap sebelah mata.8siti maryam, JS 2001. 

Dalam penelitian saudara fadiyanur seorang kader PAN mengangkat tema 

penelitian berjudul  “Peranan dan Strategis Partai Amanat Nasional dalam 

                                                            
8Siti Maryam, Keterlibatan Para Tokoh Aisiyah Dalam Partai Amanat Nasional di PD 

Aisyiyah Kabupaten Wonosobo ( Studi Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Politik ) 
skripsi fakultas Syariah jurusan Jinayah Siyasah, tahun 2001. 
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Upaya Pemenangan Pemilu,” dalam penelitian ini dijelaskanupaya persiapan 

pemenangan pemilu dimulai ditingkatkan konsolidasi organisasi dengan 

membangun ukhuah diantara kader dan Simpatisan PAN, baik ditingkat Pusat, 

Wilayah Daerah, Cabang maupun Ranting. Dalam rangka penggalangan massa, 

haruslah kader-kader PAN bisa membangun jaringan kerja sama dengan lembaga-

lembaga lain sekaligus membentuk ormas-ormas dan LSM pendukung PAN guna 

memperjuangkan aspirasi masyarakat dan melakukan advokasi/pembelaan 

terhadap kepentingan publik. Pemenangan pemilu sangat terkait dengan 

komunikasi massa (kampanye)9. 

Dalam kontek hubungan Islam dan negara, buku yang merupakan disertasi 

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik 

Islam di Indonesia, adalah buku yang mengupas panjang lebar persoalan 

hubungan Islam dan negara ditinjau dari tiga masa, yaitu masa periode 

kemerdekaan yang menuntut ke arah kesatuan Islam dan negara, periode pasca-

revolusi sebagai upaya perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara, dan 

periode Orde Baru sebagai  periode penjinakan idealisme dan aktivisnme politik 

Islam. Dalam buku ini penjelajahan penelitiannya lebih banyak mengarah 

terhadap pola strategi perjuangan politik Islam dan arus baru formulasi teologis 

politik Islam. Sehingga generalisasi hubungan Islam dan negara dalam kajian 

buku ini lebih nampak dari pada kajian pemikiran tokohnya sendiri10. 

                                                            
9Fadiyanur, “Peranan dan Strategis Partai Amanat Nasional dalam  Upaya 

Pemenanganpemilu,” penelitian tidak diterbitkan, Selasa, 5 Februari, 2008. 

10 Bahtiar  Effendi, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam 
di Indonesia, cet. I, (Jakarta : Paramadina, 1998)  
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Dalam buku Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang 

Demokrasi, yang dikarang oleh Umaruddin Masdar cukup jelas dalam mengkaji 

pemikiran tokohnya, terkhusus pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman 

Wahid. Dalam kajian ini, arah demokrasi sebagai bagian dari sistem politik 

modern sangat mendapatkan titik aksentuasi. Penerimaan demokrasi sebagai 

bagian dari sistem politik modern, yang disepakti oleh kedua tokoh tersebut, juga 

tidak bisa terlepas dari rentetan panjang sejarah politk Islam Sunni. Di sini, titik 

kajiannya sangat jelas, yaitu menelusuri alur pemikiran poltik Islam kedua tokoh 

tersebut dalam kontek paradigma politik Sunni. 

Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model 

Gus Dur dan Amien Rais, adalah buku untuk memberikan legitimasi peta 

perjuangan politik antara model Amien Rais dan Gus Dur. Dalam buku ini lebih 

nampak sebagi bunga rampai dan substansinya lebih datar sebagai bagian dari 

polemik strategi perjuangan demokrasi di Indonesia, yaitu antara kultural dan 

struktural11. 

Di luar ranah pemikiran politik Islam abad klasik dan pertengahan 

tersebut, adalah Muhammad Husein Haikal yang juga berpendapat sebagaimana 

dalam bukunya Hukumat al-Islamiyyat (pemerintahan Islam) mengenai 

pentingnya landasan moral etik Islam sebagai bagian dari sistem politik. 

Menurutnya, Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan 

tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam 

                                                            
11Umaruddin Masdar, Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat 

Model Gus Dur dan  Amien Rais, Paramadina : Jakarta : 1999 
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kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan 

sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.12  

Di luar Muhammad Husein Haikal, adalah Muhammad ‘Abduh yang 

berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan, dan 

mempunyai kesamaan dengan pendapat Ibn Taimiyah. Keduanya berpendapat 

bahwa sistem pemerintahan dapat disesuaikan dengan kehendak umat melalui 

ijtihad serta tidak berdasarkan kepada sistem syari’at yang kaku. Baginya, 

pemerintahan dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 

memelihara dasar-dasar agama, dan menafsirkannya selama ia berkaitan dengan 

masalah keduniaan13. 

Dari beberapa asumsi yang tersebut di atas, maka di antara pemikiran 

politik Islam klasik dan kontemporer terdapat kerangka pikir (mode of thought) 

yang menempatkan Islam sebagai sumber etik-moral dalam menetapkan landasan 

kepolitikan dalam suatu negara, yang tidak terikat secara kaku dengan model 

pengetatan terhadap syari’at dengan mendirikan kekhilafahan dunia atau negara 

Islam. 

E. Kerangka Teoritik 

Kalau hendak melakukan reaktualisasi atas konsep amar ma’ruf nahi 

mungkar, kita harus langsung merujuk pada Al-Qur’an. Bagi kita orang beriman, 

al- Qur’an adalah sosiologi kebenaran ( sociology of truth ) yang berbeda dengan 

                                                            
12 Haikal, Muhammad Husein,  “ Al-Hukumat al-Islamiyyat,”  (Mesir : Dar al-Ma’arif , 

1983), hlm. 44 

13Haikal,  Muhammad Husein,  “ Al-Hukumat al-Islamiyyat,”Mesir : Dar al-Ma’arif , 
1983 
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sosiologi kebenaran lain seperti model libertarian, marxian, humani, eksistensialis, 

dan lain-lain. 

Lebih jauh, Al- Qur’an memuat benang emas berupa ajaran yang bersifat 

mutri-dimensional. Al- Qur’an memuat ajaran tentang keadilan ( Justice ). Justice 

yang dimaksud Al- Qur’an adalah ajaran keadilan yang harus di aplikasikan 

dalam segala bidang baik itu hukum, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan 

berbagai aspek kehidupan lainnya14.  

Disinilah pentingnya sebuah rujukan murni darimana prinsip moral politik 

itu dibangun dan dipakai diarena politik. Dalam upaya membangun sebuah prinsip 

moralitas politik universal, politik Islam menawarkan universalisme moral 

berbasis pada Al- Qur’an dan Al- Hadist, serta praktek-praktek politik Islam yang 

pernah terjadi, terutama kaitannya dengan empat poin di bawah ini. 

“ Jangan memberi makan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri membawa 
pedang. “ 

“ Tidak ada kesantunan yang lebih disukai Allah daripada kesantunan dan belas 
kasih seorang pemimpin, dan tidak ada kebodohan yang lebih dimurkai Allah dari 

pada kebodohan dan kebingungan seorang pemimpin”15.  
 

Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai landasan etika 

politik dan mampu untuk mengembangkan pandangan  Fraksi Amanat Nasional 

dalam perumusan perda kasus di wilayah Kulon Progo, diantaranya; 

 

                                                            
14 Amien rais, Membangun Moralitas Bangsa, Cet. 1 (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian 

dan Pengamalan Islam, 1998 ), hlm Vii 

15 Rizal Qasim, Etika Politik Dalam Islam : Materi kuliah Siyasah, (Yogyakarta, 2009) 
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1) Kejujuran 

Konsep kejujuran termuat dalam firman Allah yang menyatakan : 

 16يها الذين آمنوااتقوااالله وكونوا مع الصدقينأيا

Al- Imam Muhammad Abduh ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa as-

shadiqun adalah orang yang berpegang kejujuran dan ikhlas ketika berjuang,jujur 

ketika berjanji, jujur dalam ucapan, jujur dalam bertaubat ketika melakukan dosa. 

2) Amanah 

Tuntunan amanah dalam melaksanakan tugas politik disebutkan dalam 

firman Allah SWT yang menyatakan : 

إناللهيأمرآمأنتؤدواالأمنتإلىأهلهاوإذاحكمتمبينالناسأنتحكموابالعدلإناللهنعما

 17یعظكمبهإناللهكانسميعابصيرا

Menunaikan amanah merupakan amal saleh yang bernilai paling tinggi. Amanat 

ada beberapa macam : 

a) Amanat manusia terhadap Tuhannya. 

b) Amanat manusia terhadap sesama manusia. 

c) Amanat manusia kepada dirinya sendiri. 

d) Amanat manusia kepada alam. 

Selain ayat diatas juga dijelaskan ; 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن 
 18سبع سموت وهو بكل شيء عليم

                                                            
16 At – Taubah ( 9 ) : 119 

17 An – Nisa’ ( 4 ) : 58 
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إن رحمة االله  ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
 19قریب منالمحسنين

 

Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun 

kepemimpinan. Sebab, pada prinsipnya, kekuasaan atau kepemimpinan adalah 

suatu bentuk pendelegasian atau pelimpahan wewenang orang-orang yang 

dipimpinya. 

Ibnu Khaldun , seorang sosiolog muslim, malah mengatakan dalam 

Muqadimah bahwa pemimpin atau penguasa pada hakekatnya adalah perwakilan 

atas nama pemegang syari’at untuk melindungi agama dan menata dunia. 

3) Keadilan 

Tuntutan melakukan keadilan dalam kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat atau qadhi, ( hakim ) banyak disebutkan dalam Al- Qur’an secara 

langsung diterangkan : 

یا أیها الذین آمنوا آونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا یجرمنكم شنآن 

قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبير بما 

 20تعملون

Al- Imam Ibnu Taimiah mengatakan bahwa menunaikan amanat dan 

keadilan merupakan pilar utama bagi tata politik yang berkeadilan dan kekuasaan 

                                                                                                                                                                   
18  Al – Baqarah ( 2 ) : 29 

19 Al – A’raf ( 7 ) : 56 

20 Al – Maidah ( 5 ) : 8 
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yang ideal. Dan Apalagi menjadi seorang pemimpin juga harus memenuhi syarat 

berikut : adil, jujur, dan berwatakan kuat21.  

4) Kesantunan 

Fakta sejarah monomental yang membuktikan kesantunan Nabi 

Muhammad SAW termasuk kepada lawan politiknya adalah “ Fathu Mekkah “ 

secara damai, tanpa kekerasan. Padahal selama puluhan tahun nabi dihina, 

dianiaya, diteror, bahkan akan dibunuh. Namun  demikian, beliau tidak 

melampiaskan kedendaman dengan melakukan kekerasan meskipun memiliki 

kekuatan. 

Karena sifat-sifat kesantunan semacam itulah, Allah memujinya dan  

berfirman : 

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو آنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوآل على 

 22االله إن االله یحب المتوآلين
Betapa tingginya nilai kesantunan, dalam sebuah hadist Nabi mengatakan 

yang artinya : “ Tidak ada kesantunan yang disukai Allah dari pada kesantunan 

yang lebih disukai Allah dari pada kesantunan dan belas kasih seorang pemimpin, 

dan tidak ada kebodohan yang dimurkai dari pada kebodohan dan kebingungan 

seorang pemimpin.”   

Dalam berdakwah menyeru ke jalan kebenaran, harus mengedepankan 

kebijakan dan kesantunan, apalagi hanya dalam masalah politik. Kesantunan 

merupakan etika para Nabi dan para Rosul. Kesantunan harus senantiasa 
                                                            

21 Khalid Ibrahim Jirdan, Teori Politik Islam, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), hlm. 148 

22 Al – Imron ( 3 ) : 159 
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dikedepankan dalam menghadapi lawan-lawan politik yang dholim dan kafir 

sekalipun. 

F. Metode  Penelitian 

Dalam penelitian, metode mempunyai peranan penting dalam 

mengumpulkan dan menganalisa data. Adapun penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah 

kepada penyimpulan. 

Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu : pertama, 

menggambarkan dan mengungkapkan ( to describe adn explore), dan kedua 

menggambarkan dan menjelaskan (to decribbe and axplain). 

1. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, 

dalam hal ini adalah mereka yang terlibat langsung sebagai dalam 

strukturkepartaian yang saya teliti. Dan mencari fakta dengan interpretasi yang 

tepat (Deskriptif)23. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Fraksi 

Amanat Nasional  dalam perumusan Perda di daerah Kulon Progo. 

 

                                                            
23Syaifudin Anwar, Metode Penelitian, Cet ke-5 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 

2004) 
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2. Jenis Sumber Data  

a. Data Primer 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara 

berhadapan langsungatau tidak atau pengamatan berperan serta merupakan hasil 

usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya24.Wawancara 

juga merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan langsung 

berhadapan dengan nara sumber maupun tidak berhadapan atau memberikan 

pertanyaan untuk dijawab. Metode ini  digunakan untuk mengetahui pandangan 

Fraksi Amanat Nasional dalam perumusan Perda di Kulon Progo. Saya akan 

melakukan wawancara dengan Ketua DPRD PAN Kabupaten kulon Progo, 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah  ( DPRD ) terutama PAN, dari 

Bappeda, Kapolres dan masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data utama tentu membutuhkan data tambahan sebagai data pendukung 

dan pelengkap untuk kepentingan kevalidan data. Data-data tambahan tersebut 

diperoleh melalui sumber tertulis yang berupa Buku, Arsip, Majalah Ilmiah, 

Disertasi, Tesis, Dokumen (yang berarti barang-barang tertulis) dan Lain 

sebagainya.  Disamping sumber tertulis, Foto, Data Statistik, Grafik, maupun 

                                                            
24 Muhtadi dkk, Metodologi Penelitian Dakwah, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 

2003),hal 167. 
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Tabel dan Gambar merupakan data sekunder yang bisa mendukung keabsahan 

suatu data. 

3.Teknik Analisa Data  

Dalam menganalisis  data, saya menggunakan teknik analisa kualitatif, 

dimana teknik ini mendeskripsikan data-data yang ada dan kemudian setelah 

semua terkumpul dilakukan analisa sihingga diperoleh gambaran yang jelas 

tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

TABEL25 

PENELITIAN KUALITATIF 

1) Berpijak pada konsep naturalistik. 

2) Kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, beruah, terbuka. 

3) Peneliti dengan objek berinteraksi; peneliti di luar dan di dalam, 

peneliti sebagai instrumen, menggunakan judgment / 

subjektivitas. 

4) Setting penelitian alamiah, terkait tempat dan waktu. 

5) Analisis subjektif, intuitif, rational. 

6) Hasil penelitian berupa deskripsi, interpretasi tentatif situasional.

 

 

                                                            
25 Hari Amirullah Rachman, “Dalam Mata Kuliah Metodologi Penelitian:Perbedaan 

penelitian Kuantitatif danKualitatif,” Tanggal 31 Agustus 2009 
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G. Sistematika Pembahasan  

Untuk mencapai  pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka 

diperlukan adanya sistematika yang kolektif. Maka dari itu penelitian ini akan 

dirumuskan dalam lima Bab. 

Adapun hal-hal yang termuat dalam bab pertama adalah pendahuluan yang 

di dalamnya mengemukakan latar belakang masalah penelitian, kemudian akan di 

rumuskan beberapa pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, selanjutnya 

agar menjamin keorisinilan penelitian maka di paparkan buku-buku skripsi dan 

penelitian yang lain yang telah diobservasi ( telaah pustaka ). Supaya penelitian 

lebih sistematis dan tidak rancu perlu dibuat kerangka teoritis, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan.  

Pada Bab Kedua, akan berisi tentang data-data yang kami peroleh dari 

hasil penelitian baik dari lapangan maupun dari referensi atau literatur-literatur 

yang ada. Yang berisi didalamnya gambaran umum yang meliputi letak geografis, 

luas wilayah, jumah  penduduk dan sosial ekonomi daerah kabupaten Kulon 

Progo.Selain itu juga menjelaskan tentang sejarah lahirnya partai amanat 

nasional,Platfrom partai amanat nasional,  visi dan misi partai amanat nasional di 

Kulon Progo, garis perjuangan partai partai amanat nasional. 

Pada Bab Ketiga akan dipaparkan tentang pandangan Fraksi Amanat 

Nasional  dalam perumusan perda di Kulon Progo yaitu  kasus pasir besi dan 

kasus perubahan status desa menjadi kalurahan Wates Kabupaten Kulon Progo. 
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Pada Bab Keempat berisi tentang analisis  pandangan Fraksi Amant 

Nasional dalam perumusan perda kasus penambangan pasir besi dan kasus 

perubahan Desa menjadi Kalurahan Wates Kulon Progo. 

Pada Bab Kelima merupakan bab yang terakhir sekaligus penutup 

merupakan kesimpulan dan saran dari uraian penulisan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentangpandangan 

Fraksi Amanat Nasional DPRD Kulon Progo dalam perumusan Perda 

penambangan pasir besi dan perubahan Desa menjadi Kalurahan Wates Kulon 

Progodan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut  

1. Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kulon Progo bisa menerima 

hasil laporan kerja panitia khusus, selanjutnya Fraksi Amanat Nasional 

terhadap pemanfaatan ruang wilayah pantai selatan untuk kegiatan 

pertambangan bisa menyetujui dengan catatan sebagai berikut 

:Pemanfaatan ruang wilayah pantai selatan harus masuk kedalam rencana 

tata ruang wilayah Kabupaten Kulon Progo.Rencana tata ruang Kabupaten 

Kulon Progo harus mengacu tata ruang wilayah baik provinsi maupun 

nasional dan  pemanfaatan ruang wilayah pertambangan harus 

memperhatikan kepentingan umum, aspirasi yang berkembang 

dimasyarakat guna menjamin keselarasan lingkungan hidup dan rasa 

keadilan. 

2. Pandangan Fraksi Amanat Nasional tentang Perubahan Desa Menjadi 

Kalurahan adalah dengan memperhatikan aspirasi rakyat dari 2/3 

penduduk menyatakan setuju dengan perubahan Desa menjadi Kalurahan 

disamping itu syarat yang dibutuhkan yaitu luas wilayah tidak berubah, 

jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa dan sarana prasarana 

pemerintah yang memadai untuk terselenggaranya pemerintahan 

Kalurahan, Fraksi Amanat Nasional menyetujui, mengamanatkan dan 

sekaligus memberikan suport kepada desa untuk mengawal tujuan 

pembentukan Kalurahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan 

masyarakat Desa yaitu untuk percepatan pembangunan, peningkatan 

pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintah dan 
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pemberdayaan masyarakat dalam rangka percepatan terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat. 

B. Saran 

1. Penulis menyarankan bahwa dalam rencana penambangan pasir besi 

sebaiknya kita harus sangat berhati – hati dalam memberikan keputusan 

dan persetujuan karena kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini  

masyarakat pesisir masih menolak rencana penambangan pasir besi.  

2. Kepada Fraksi Amanat Nasional agar bisa melaksanakan sesuai amanat 

tanpa harus memaksakan diri berakibat tidak bisa maksimal memberikan 

pelayanan masyarakat. Fraksi Amanat Nasional hendaknya segera 

melakukan langkah-langkah terhadap hal penting dalam kebijakan. 

karenaKulonprogo memiliki sebuah wilayah yang dapat mencitrakan 

wilayah Kulonprogo sebagai sebuah daerah yang mempunyai ciri khas 

unik dibandingkan daerah lain sehingga bisa menambah APBD dan 

mensejahterakan rakyat di Kabupaten Kulonprogo secara 

berkesinambungan.  

3. Penulis menyarankan kepada Fraksi Amanat Nasional agar selalu 

mengingat potensi kelautan / pesisir yang sangat besar, Kulonprogo dapat 

dikembangkan menjadi pusat wilayah khusus  dengan adanya kerjasama 

dari segala elemen masyarakat. 

4. Penulis menyarankan kepada Fraksi Amanat Nasional, terkait dengan 

perubahan status Desa menjadi Kalurahan hendaknya tidak sekedar untuk 

mendapatkan / atau mempermudah pengalihan aset dari desa ke 

pemerintah kabupaten tetapi diharapkan benar – benar bisa mendorong 

percepatan pembangunan di tingkat Kalurahan. 
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